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ABSTRAK

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau

memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum
atau perkara pidana yang ditanganinya. Memaknai istilah diskresi tidak dapat
dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak,
yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggungjawab
atas tindakan tersebut. normatif yaitu penclitian yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer,
sekunder dan tersier.Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian
kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas — asas,
dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku — buku hukum (7exthook), dan
bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut
sumbernya dan situsnya.
Simpulan, diskresi yang dilakukan oleh polisi terkadang merupakan jalan keluar yang
diambil akan tetapi sedikit menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan.
Namun, justru diskresi inilah merupakan jalan keluar yang cukup membantu polisi
sehingga permasalahan menjadi lebih efektif dan efisien. Peraturan Perundang -
Undangan yang menjadi dasar diskresi oleh polisi itu adalah: Pasal 5 ayat (1) angka 4
dan Pasal 7 ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa “polisi berwenang karena
kewajibannya melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.
Maksud tindakan lain disini adalah tindakan dari penyelidik atau penyidik untuk
kepentingan penyelidikan atau penyidikan dengan ketentuan tidak bertentangan
dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan,
tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
dan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta
menghormati hak asasi manusia. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pemberian wewenang diskresi kepolisian dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya faktor hukum, faktor petugas, faktor fasilitas, faktor
masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata kunci : Diskresi, Kepolisian, Penyidikan.
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BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis Hukum Terhadap Diskresi Yang Dilakukan Kepolisian Dalam
Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana, adalah diskresi yang dilakukan oleh
polisi terkadang merupakan jalan keluar yang diambil akan tetapi sedikit
menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan. Namun, justru diskresi
inilah  merupakan jalan keluar yang cukup membantu polisi sehingga
permasalahan menjadi lebih efektif dan efisien. Peraturan Perundang -
Undangan yang menjadi dasar diskresi oleh polisi itu adalah: Pasal 5 ayat (1)
angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa “polisi berwenang
karena kewajibannya melakukan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggungjawab™. Maksud tindakan lain disini adalah tindakan dari
penyelidik atau penyidik untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan
dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum yang
mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan
masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya dan atas pertimbangan
yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati hak asasi
manusia.

Faktor-faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang
diskresi dalam penyidikan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

pelaksanaan pemberian wewenang diskresi kepolisian dapat dipengaruhi oleh
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